PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.02 /2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

Menimbang

Mengingat

OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa  untuk  memberikan  fleksibilitas  terkait
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari sisa
surplus Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian
ketentuan pengaturan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum
Negara;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum
Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan
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Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022
tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1214);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 155/PMK.02 /2021 tentang Tata Cara Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
179/PMK.02 /2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh
Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1214), diubah sebagai berikut:

1. Judul Bagian Keempat BAB IV diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tambahan Setoran Dividen, Dividen Interim, dan
Sisa Surplus BI

2. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A
(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Bl untuk
menyetorkan sebagian Sisa Surplus BI sementara
sebelum tahun buku berakhir.
(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pertimbangan capaian penerimaan negara;
dan/atau
b. pertimbangan kebutuhan mendesak untuk
memenuhi pendanaan APBN.
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(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BI.
(4) Dalam hal jumlah sebagian Sisa Surplus BI
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
a. lebih kecil daripada perhitungan Sisa Suplus BI
setelah laporan keuangan tahunan BI audited,
BI menyetor kekurangan Sisa Suplus BI kepada
Pemerintah; dan
b. lebih besar daripada perhitungan Sisa Suplus BI
setelah laporan keuangan tahunan BI audited,
Pemerintah mengembalikan kelebihan setoran
Sisa Surplus BI kepada BI,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1749
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